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The Role of the North Sumatra DPRD in Improving Community Welfare Through Public Policy 
 
Abstract.  This study aims to analyze the strategic role of the Regional House of Representatives 
(DPRD) of North Sumatra in improving community welfare through public policies. The DPRD's 
legislative, budgeting, and supervisory functions contribute to the creation of policies that support 
social and economic development. This research employs a qualitative approach with a descriptive 
analysis method, utilizing primary data from interviews with policymakers and secondary data from 
relevant official documents. The findings reveal that the DPRD actively formulates inclusive public 
policies, such as budget allocations for education, healthcare, and infrastructure sectors. However, 
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challenges such as limited institutional capacity and political influences may hinder policy 
effectiveness. Therefore, enhancing the quality of DPRD human resources, ensuring transparency, and 
increasing public participation in the legislative process are necessary to achieve more targeted 
policies. This research is expected to serve as a reference to strengthen the DPRD’s role in developing 
public policies oriented towards community welfare. 
 
Keywords: DPRD, North Sumatra, public policy, community welfare, development. 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan 
publik. DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang berkontribusi pada 
penciptaan kebijakan yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, berdasarkan data primer 
berupa wawancara dengan pemangku kebijakan dan data sekunder dari dokumen resmi terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa DPRD berperan aktif dalam menetapkan kebijakan publik yang 
inklusif, seperti alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, 
terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengaruh politik yang dapat 
menghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia DPRD, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses legislasi untuk memastikan 
kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
memperkuat peran DPRD dalam menciptakan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan 
masyarakat. 
 
Kata Kunci: DPRD, Sumatera Utara, kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat, pembangunan. 
 

 
 

PENDAHULUAN  
Kebijakan publik memiliki peran krusial dalam mendorong kesejahteraan 

masyarakat, karena merupakan instrumen negara untuk mengalokasikan sumber 
daya dan menciptakan regulasi yang adil dan inklusif. Menurut World Bank, 
kebijakan publik yang baik mampu mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan 
akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja 
yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan, kebijakan yang berbasis bukti 
(evidence-based policy) dapat memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada 
data yang relevan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara 
tepat(Mitchell & Font, 2017). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, 
akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk merumuskan kebijakan publik yang 
efektif demi tercapainya kesejahteraan bersama. 

DPRD Sumatera Utara berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berorientasi 
pada kebutuhan daerah. Dalam fungsi legislasi, DPRD menetapkan Peraturan Daerah 
(Perda) yang mendukung sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Fungsi anggaran diwujudkan 
dengan menyusun dan mengesahkan APBD yang memprioritaskan alokasi untuk 
program-program pro-rakyat. Selain itu, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan 
terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, memastikan transparansi dan 
akuntabilitas penggunaan anggaran. Contohnya, DPRD Sumut turut mengawasi 
program pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan kesehatan melalui 
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berbagai inisiatif berbasis data yang mendukung pencapaian pembangunan 
berkelanjutan di wilayah tersebut(Anam & Anwar, 2020). 

Menggali kontribusi DPRD Sumatera Utara dalam perumusan, pelaksanaan, 
dan pengawasan kebijakan publik mengungkapkan peran strategis lembaga ini dalam 
tata kelola daerah. Dalam fungsi perumusan, DPRD Sumut berperan menetapkan 
Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum kebijakan, seperti regulasi 
perlindungan tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pada tahap 
pelaksanaan, DPRD memastikan program prioritas, seperti pembangunan 
infrastruktur dan layanan publik, terlaksana sesuai dengan alokasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan dalam pengawasan, DPRD 
menjalankan monitoring melalui audit kinerja dan evaluasi anggaran untuk 
memastikan transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut laporan 
BPS Sumut, implementasi kebijakan pro-rakyat yang dikawal DPRD telah 
berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan, mencerminkan efektivitas 
kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan atau 
tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk 
mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan 
publik merupakan upaya sistematis untuk mengatasi masalah publik melalui analisis 
kebijakan yang berbasis bukti. Secara konseptual, kebijakan publik melibatkan proses 
kompleks, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga 
evaluasi. Di Indonesia, kebijakan publik dirancang dengan pendekatan berbasis 
perencanaan pembangunan jangka panjang dan pendek, sebagaimana diatur dalam 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk 
memastikan bahwa setiap kebijakan mendukung kesejahteraan masyarakat dan 
pembangunan berkelanjutan(Yunitasari et al., 2023). 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. 
Fungsi legislasi diwujudkan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) bersama 
kepala daerah, yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi kebijakan publik di 
tingkat lokal. Dalam fungsi anggaran, DPRD berwenang membahas dan menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi instrumen penting 
untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan (Marwan & Julianthy, 2019). 
Fungsi pengawasan dijalankan dengan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
kebijakan dan program oleh pemerintah daerah, untuk memastikan kesesuaian 
dengan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga fungsi ini menegaskan bahwa 
DPRD berperan sebagai representasi masyarakat dalam memastikan pemerintahan 
daerah berjalan secara demokratis, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan 
masyarakat. 

Hubungan antara kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat 
dijelaskan melalui teori pembangunan dan kesejahteraan yang menekankan peran 
kebijakan dalam menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Menurut teori 
pembangunan oleh Todaro kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah 
dalam mengatasi masalah struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, dan 
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ketimpangan, melalui intervensi yang terencana (Suryono, 2010). Di Indonesia, 
kebijakan publik seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bagaimana 
intervensi kebijakan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup 
masyarakat miskin, sebagaimana tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan 
yang dilaporkan oleh BPS sebesar 9,36% pada 2023. Dengan demikian, kebijakan 
publik yang dirancang secara komprehensif memiliki korelasi positif dengan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif 
analitis untuk menggali secara mendalam peran DPRD Sumatera Utara dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan 
pengalaman langsung dari berbagai pihak yang terlibat, seperti anggota DPRD, 
pemerintah daerah, serta masyarakat yang menjadi penerima dampak kebijakan. 
Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
secara rinci proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik oleh 
DPRD, sementara analisis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam mencapai tujuan kesejahteraan 
masyarakat. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih 
mendalam mengenai kontribusi DPRD dalam menciptakan kebijakan yang pro-
rakyat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan 
dokumen kebijakan DPRD Sumatera Utara yang relevan dengan topik penelitian. 
Studi literatur mencakup berbagai referensi dari jurnal, buku, laporan penelitian, 
serta dokumen kebijakan yang membahas peran DPRD dalam merumuskan dan 
mengawasi kebijakan publik, khususnya yang berfokus pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh 
DPRD Sumut, seperti Peraturan Daerah (Perda), Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), dan laporan pelaksanaan kebijakan daerah, akan dianalisis untuk 
memahami langkah-langkah konkret yang diambil dalam mewujudkan tujuan 
kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data melalui kedua sumber ini diharapkan 
dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran DPRD Sumut 
dalam mendukung pembangunan daerah melalui kebijakan publik yang efektif. 

 
PEMBAHASAN 

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen 
penting yang digunakan oleh DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui kebijakan yang berbasis kebutuhan lokal. Perda sektor pendidikan, misalnya, 
bertujuan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, seperti Perda 
tentang Wajib Belajar 12 Tahun atau subsidi pendidikan untuk siswa dari keluarga 
kurang mampu (Suwardi, 2012). Kebijakan ini selaras dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDGs), terutama dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan 
berkualitas bagi semua. Di Sumatera Utara, Perda yang mendukung program literasi 
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dan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi bukti konkret komitmen 
pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Selain itu, Perda di sektor kesehatan dan infrastruktur juga memberikan 
dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perda tentang pelayanan 
kesehatan gratis atau program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) memastikan 
bahwa masyarakat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan akses terhadap 
layanan kesehatan yang memadai (Prakasa & Suparyati, 2022). Di sektor 
infrastruktur, Perda tentang pembangunan jalan desa atau fasilitas sanitasi 
berkontribusi pada peningkatan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat di 
pedesaan. Dengan adanya regulasi yang relevan dan implementasi yang tepat, Perda 
berfungsi sebagai landasan hukum yang kokoh dalam mendorong pemerataan 
pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan. 

DPRD berperan strategis dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dengan fokus pada program prioritas pro-rakyat, guna 
memastikan alokasi anggaran mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan Pasal 104 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD 
memiliki kewenangan membahas dan menyetujui APBD bersama kepala daerah, 
dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contohnya, 
alokasi minimal 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh 
UU No. 20 Tahun 2003, telah mendukung pembangunan sekolah dan peningkatan 
kualitas guru di berbagai daerah. Di sektor kesehatan, anggaran dialokasikan untuk 
program layanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), 
yang terbukti meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Melalui 
fungsi anggaran ini, DPRD memastikan bahwa program-program yang dibiayai APBD 
tidak hanya efektif, tetapi juga berorientasi pada pengentasan kemiskinan, 
pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. 

Evaluasi pelaksanaan program daerah merupakan bagian penting dari fungsi 
pengawasan DPRD untuk memastikan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah 
efektif dalam mencapai tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, 
pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan data BPS, 
program pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial dan pemberdayaan UMKM 
di Sumatera Utara telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan hingga 
9,36% pada tahun 2023. DPRD melakukan evaluasi melalui rapat kerja dengan 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), monitoring lapangan, dan audit laporan 
anggaran guna memastikan program tersebut tepat sasaran dan sesuai alokasi APBD. 
Dalam pemberdayaan ekonomi, misalnya, evaluasi DPRD terhadap program kredit 
usaha mikro telah meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Begitu 
pula dalam pelayanan publik, pengawasan DPRD memastikan perbaikan kualitas 
layanan kesehatan dan administrasi pemerintah. Dengan evaluasi yang 
komprehensif, DPRD dapat memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan 
kebijakan dan implementasi program daerah di masa mendatang. 

Salah satu kebijakan DPRD Sumatera Utara yang berdampak langsung pada 
kesejahteraan masyarakat adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan 
Dana Desa. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa dana desa digunakan 
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secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, dan pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Berdasarkan data 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Utara, implementasi kebijakan 
ini telah meningkatkan akses masyarakat terhadap jalan desa yang layak, fasilitas 
sanitasi, dan irigasi pertanian. Selain itu, DPRD juga mendukung kebijakan Jaminan 
Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi 
masyarakat miskin, sehingga berkontribusi pada peningkatan akses terhadap 
pelayanan kesehatan. Dengan kebijakan ini, DPRD Sumut menunjukkan komitmen 
untuk memastikan bahwa alokasi anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi 
masyarakat, khususnya kelompok rentan. 

DPRD Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam mitigasi persoalan 
sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan, melalui fungsi legislasi, 
anggaran, dan pengawasan. Dalam legislasi, DPRD berkontribusi menyusun 
Peraturan Daerah (Perda) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, 
seperti Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan penguatan usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM). Dalam fungsi anggaran, DPRD memastikan alokasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada program prioritas, 
seperti pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, peningkatan layanan 
pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan data BPS 2023, kebijakan DPRD Sumut 
dalam mendukung program pengentasan kemiskinan berhasil menurunkan angka 
kemiskinan hingga 9,36%. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, DPRD melakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah untuk memastikan 
distribusi manfaat pembangunan yang merata, terutama di kawasan pedesaan dan 
daerah terpencil, guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. 

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menjadi 
tantangan serius dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif dan efektif. 
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (2022), rendahnya 
partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya akses informasi, keterbatasan forum 
konsultasi publik, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Di Sumatera Utara, 
misalnya, survei menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat yang merasa dilibatkan 
dalam proses penyusunan kebijakan daerah, terutama di tingkat desa dan kecamatan. 
Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dirumuskan sering kali tidak sepenuhnya 
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, 
diperlukan langkah strategis seperti peningkatan transparansi, optimalisasi teknologi 
informasi dalam penyebaran informasi kebijakan, dan penguatan kapasitas 
masyarakat melalui pendidikan politik dan sosialisasi kebijakan publik. Dengan 
partisipasi yang lebih luas, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. 

Hambatan birokrasi dan alokasi anggaran yang tidak merata menjadi kendala 
utama dalam pelaksanaan kebijakan publik yang efektif, terutama di daerah seperti 
Sumatera Utara. Menurut laporan BPK 2023, kompleksitas birokrasi sering kali 
menyebabkan keterlambatan implementasi program prioritas, seperti pembangunan 
infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak 
merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, memperparah 
ketimpangan pembangunan. Data dari Bappeda Sumut menunjukkan bahwa 
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sebagian besar alokasi anggaran masih terkonsentrasi di perkotaan, dengan sekitar 
60% APBD dialokasikan untuk kawasan metropolitan, sementara daerah terpencil 
mendapatkan porsi yang jauh lebih kecil. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan 
reformasi birokrasi yang berfokus pada efisiensi dan transparansi, serta kebijakan 
redistribusi anggaran yang lebih adil guna memastikan manfaat pembangunan 
dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. 

Tantangan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan publik 
menjadi isu kritis dalam memastikan keberhasilan program pembangunan daerah. 
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas 
teknis dalam lembaga pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh laporan KPK 2023, 
yang mencatat bahwa hanya 40% dari pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di 
Sumatera Utara, memiliki mekanisme pengawasan internal yang memadai. Selain itu, 
lemahnya koordinasi antara DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan 
masyarakat sering menyebabkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan 
kebijakan. Data BPK menunjukkan adanya potensi penyimpangan anggaran akibat 
pengawasan yang tidak optimal, terutama pada proyek infrastruktur dan layanan 
publik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan 
berbasis teknologi, seperti e-monitoring, serta pelibatan masyarakat melalui 
mekanisme pengawasan partisipatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
efektivitas kebijakan publik. 

Strategi untuk meningkatkan efektivitas DPRD Sumatera Utara dalam 
merancang kebijakan pro-rakyat harus melibatkan penguatan kapasitas legislasi, 
transparansi, dan partisipasi public (Hussein & Darmawan, 2023). Pertama, DPRD 
perlu mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang inklusif untuk 
memastikan kebijakan yang dirancang mencerminkan kebutuhan masyarakat, 
terutama kelompok rentan. Data dari BPS Sumut menunjukkan bahwa kebijakan 
berbasis kebutuhan lokal, seperti pemberdayaan UMKM, memiliki dampak signifikan 
terhadap pengurangan kemiskinan. Kedua, optimalisasi penggunaan teknologi 
informasi, seperti e-legislation dan platform daring, dapat mempercepat proses 
penyusunan kebijakan sekaligus meningkatkan transparansi. Ketiga, kolaborasi 
dengan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) diperlukan untuk 
menyediakan data empiris sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan 
menerapkan strategi ini, DPRD Sumut dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas 
kebijakan publik yang pro-rakyat serta berkontribusi pada pemerataan pembangunan 
dan kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat 
merupakan kunci untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan 
berdampak luas. DPRD berperan sebagai penghubung yang strategis dalam 
menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, sementara masyarakat 
berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam konsultasi publik dan pengawasan 
pelaksanaan kebijakan. Studi dari Kemendagri (2022) menunjukkan bahwa 
kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, terutama dalam 
sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contohnya, program pembangunan 
infrastruktur di Sumatera Utara menjadi lebih tepat sasaran dengan melibatkan 
forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh DPRD. Selain itu, penggunaan 
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teknologi seperti e-government dapat memperkuat koordinasi antara pihak-pihak 
terkait, meningkatkan transparansi, dan memastikan keterlibatan masyarakat secara 
langsung dalam setiap tahap kebijakan. Dengan kolaborasi yang sinergis, 
pemerintahan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, 
sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat terwujud. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah sangat 
penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data BPK 2023, ditemukan adanya 
beberapa daerah yang masih menghadapi masalah dalam pengelolaan anggaran, 
seperti ketidaksesuaian alokasi dengan prioritas pembangunan yang mendesak. Di 
Sumatera Utara, misalnya, meskipun ada peningkatan dalam penggunaan e-
budgeting, masih terdapat potensi penyalahgunaan anggaran pada proyek-proyek 
infrastruktur yang tidak sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, transparansi dalam 
penganggaran melalui publikasi dokumen anggaran yang mudah diakses dan 
pemantauan anggaran secara berkala menjadi langkah krusial untuk meningkatkan 
akuntabilitas. Selain itu, pengawasan independen oleh DPRD dan lembaga-lembaga 
lain, seperti BPK, harus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan bahwa 
alokasi anggaran memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam 
sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan publik seperti pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur (Azifi & Marliyah, 2022). 

 
KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Sumatera Utara 
memegang peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
kebijakan publik yang pro-rakyat. Berdasarkan data yang ada, seperti kebijakan 
pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta 
Peraturan Daerah (Perda) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, DPRD 
berhasil mendukung program-program yang memberikan dampak langsung 
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat tantangan 
dalam hal transparansi anggaran dan pengawasan yang efektif, upaya DPRD dalam 
merumuskan dan mengawasi kebijakan telah menunjukkan hasil positif, seperti 
penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Secara 
keseluruhan, peran DPRD Sumut sebagai lembaga legislatif yang menghubungkan 
aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah terbukti penting dalam 
menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 
 
SARAN 

Implikasi kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD Sumatera Utara menunjukkan 
dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam 
sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, berdasarkan data yang ada, 
masih terdapat tantangan terkait dengan pengawasan yang kurang efektif dan alokasi 
anggaran yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, saran 
untuk perbaikan di masa mendatang mencakup peningkatan transparansi anggaran 
melalui sistem e-budgeting yang lebih inklusif, serta penguatan kapasitas 
pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses evaluasi 
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kebijakan. Selain itu, perlu ada penyesuaian alokasi anggaran yang lebih adil untuk 
memastikan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. 
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan oleh 
DPRD Sumut dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap 
kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. 
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